TINGKATKAN INTEGRITAS, DUA ASN BPKPD SULBAR LULUS
SANGAT MEMUASKAN E-LEARNING GRATIFIKASI KPK 2025

ratifikasi

tipidkorpolri.info

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 700/240/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pedoman Monitoring
dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menugaskan dua ASN-nya, Mutmainnah dan
Elvy Suhartaty Amir, untuk mengikuti E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi
yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 4 Agustus
2025.

Pelatihan ini difasilitasi oleh Inspektorat Sulbar dan dilaksanakan secara virtual
melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan berlangsung intensif dari pagi hingga sore hari,
diikuti oleh perwakilan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov
Sulbar.

E-Learning ini merupakan bagian dari kelas pembelajaran online anti-korupsi
yang digagas oleh KPK, menghadirkan tenaga ahli berpengalaman sebagai mentor.
Materi pelatthan menekankan pentingnya prinsip “Jangan Terima, Jangan Beri”,
pemahaman bahwa gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan antara
penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan pihak yang memanfaatkan jabatan
mereka, serta penerapan nilai-nilai kearifan lokal SIRI” sebagai landasan menjaga harga
diri, kehormatan, dan integritas aparatur negara.

Mutmainnah dan Elvy Suhartaty Amir berhasil menyelesaikan pelatihan dengan
hasil sangat memuaskan. Menurut Elvy, pelatihan ini sangat membuka wawasan dan
menguatkan komitmen pribadi untuk bekerja bersih. Ia mengatakan bahwa mereka
belajar banyak tentang pentingnya menghindari gratifikasi sekecil apapun. Nilai SIRI’
yang dipegang menjadi pengingat bahwa integritas adalah harga diri yang tidak boleh
ternoda.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasi atas
pencapaian ini. la mendukung penuh setiap upaya peningkatan kapasitas ASN, terutama

yang berhubungan dengan integritas dan pencegahan korupsi. Penanaman nilai SIRI’
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sebagai dasar anti-gratifikasi sangat relevan dengan budaya kita di Sulawesi Barat. Ini

sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur

Salim S. Mengga, untuk membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Melalui

partisipasi aktif dalam program ini, diharapkan ASN BPKPD Sulbar semakin siap

menerapkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, bebas dari praktik gratifikasi, serta

menjunjung tinggi budaya SIRI” dalam menjalankan tugasnya.

Sumber berita:

1.

https://beritanasional.id/tingkatkan-integritas-dua-asn-bpkpd-sulbar-lulus-sangat-
memuaskan-e-learning-gratifikasi-kpk-2025/, Tingkatkan Integritas, Dua ASN
BPKPD Sulbar Lulus Sangat Memuaskan E-Learning Gratifikasi KPK 2025, 5
Agustus 2025;
https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/08/05/tingkatkan-integritas-dua-asn-bpkpd-
sulbar-lulus-sangat-memuaskan-e-learning-gratifikasi-kpk-2025/, Tingkatkan
Integritas, Dua ASN BPKPD Sulbar Lulus Sangat Memuaskan E-Learning Gratifikasi
KPK 2025, 5 Agustus 2025;
https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3119550853/tingkatkan-integritas-dua-
asn-bpkpd-sulbar-lulus-sangat-memuaskan-e-learning-gratifikasi-kpk-2025;
Tingkatkan Integritas, Dua ASN BPKPD Sulbar Lulus Sangat Memuaskan E-
Learning Gratifikasi KPK 2025, 5 Agustus 2025;
https://editorial9.com/dua-asn-bpkpd-sulbar-ikuti-pelatihan-anti-gratifikasi-kpk-
tanamkan-nilai-siri/, Dua ASN BPKPD Sulbar Ikuti Pelatihan Anti Gratifikasi KPK,
Tanamkan Nilai SIRI, 5 Agustus 2025.

Catatan:

1.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pada Pasal 12B

disebutkan bahwa Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yangnilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud diatas

adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp
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200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

2. Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan
"gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di
luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik.

3. Berdasarkan Pasal 12 C Undang-Undang tersebut, maka ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 B tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang
diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian
laporan tersebut dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Selanjutnya Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi
milik penerima atau milik negara. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan
dan penentuan status gratifikasi diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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